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ABSTRAK 
 
EDY PARAJAI (B111 12 006) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap 
Penyelesaian Sengketa Merek Kopitiam (Studi Kasus Nomor.118 
PK/Pdt.sus-HKI/2014)”. Di bawah bimbingan Ahmadi Miru sebagai 
Pembimbing I dan Winner Sitorus sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendaftaran Kopitiam di 
Direktorat HKI telah sesuai dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek dan Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Putusan 
Mahkamah Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 
PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang penyelesaian sengketa merek kopitiam. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal 
research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 
konseptual (conseptual approach). 
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Pendaftaran kata Kopitiam tidak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 5 huruf c UU Merek karena merupakan kata yang 
telah menjadi milik umum. Hal ini sesuai dengan alasan bahwa kata Kopitiam 
merupakan bahasa umum atau istilah umum yang berasal dari campuran 
bahasa Tionghoa dan Melayu dan Merek “KOPITIAM” milik Pemohon tidak 
memiliki secondary meaning yang dibutuhkan untuk setiap merek yang 
menggunakan generic term. Oleh karena itu kata kopitiam atau kedai kopi 
tidak dapat didaftarkan sebagai merek. 2) Konsekuensi yuridis dari putusan 
tersebut ialah setiap merek yang menggunakan kata kopitiam, baik ditulis 
dengan huruf kecil ataupun gabungan dengan huruf kapital, menggunakan 
warna lain, ataupun menambahkan logo, kata, angka tertentu haruslah 
ditolak. Sebab terdapat kesamaan bunyi dengan merek “KOPITIAM” milik 
Pemohon dalam putusan tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
     Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era 
perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat 
menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya 
mencakup reputasi penggunaan merek (goodwill), lambang kualitas, standar 
mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan 
jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.1 Terdapatnya merek dapat 
lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh 
konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan 
dan kebanggaan yang melekat pada merek. 
     Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda 
untuk mengindentifikasikan asal barang dan/atau jasa (an indication of origin) 
dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek 
merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa.2 Melalui merek, 
pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a 
guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah 
tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk 
                                                          
        1 Abdulkadir Muhammad, Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 
2001, hlm. 68.   
        2 Rahmi Jened, Hukum MErek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2015, hlm. 3. 
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yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana 
pemasaran dan periklanan memberikan suatu tingkat informasi tertentu 
kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan 
pengusaha.3 
     Pesatnya perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional 
dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat 
merek semakin tinggi nilainya. Merek yang didukung dengan media 
periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi 
permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atas 
produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Inilah yang menjadikan 
merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan 
keunggulan kepemilikan (ownership advantage)4 untuk bersaing di pasar 
global.5 
     Melihat pentingnya pengaturan merek sehingga dibuatlah Undang-undang 
yang disesuaikan dengan perkembangan dan Undang-undang merek yang 
terakhir adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
(selanjutnya disebut UU Merek) demi memberikan kepastian hukum yang 
                                                          
        3   Ibid., hlm. 3. 
        4 Keunggulan kompetitif adalah keunggulan atau keuntungan yang dimiliki perusahaan 
dibandingkan kompetitor lainnya dalam suatu lingkungan kompetisi. Keunggulan kompetitif berakar 
pada kemampuan perusahaan untuk melakukan sesuatu pada tingkatan yang lebih baik daripada 
pesaing lainnya di industri tersebut. Sedangkan keunggulan kepemilikan adalah segala sumber daya 
yang dimiliki oleh pengusaha yang dapat mendukung peningkatan keunggulan kompetitifnya. 
        5 Ibid., hlm. 4. 
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berkeadilan terkait permasalahan merek. Sebelum tahun 1961, peraturan 
hukum kolonial mengenai merek tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari 
penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1949 serta 
UU Sementara 1950. UU Merek No.21 tahun 1961 tersebut sebenarnya 
hanya merupakan ulangan dari peraturan sebelumnya.6  
     Pada tahun 1992, Undang-undang No.19 tahun 1992 mengenai merek 
diundangkan menggantikan Undang-undang No.21 tahun 1961. Dengan 
adanya peraturan baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait 
dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan 
kepentingan reformasi aturan merek, Indonesia turut serta meratifikasi 
Perjanjian Internasional Merek WIPO. Tahun 1997, Undang-undang No.19 
tahun 1992 diubah dan disempurnakan menjadi Undang-undang No.14 tahun 
1997 dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari TRIPs-GATT.7 Pada 
tahun 2001, UU Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-
undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah 
diatur dalam aturan terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum 
dalam Undang-undang No.15 tahun 2001 adalah penetapan sementara 
pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan 
                                                          
        6 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual: 
Suatu Pengantar, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2011, hlm. 
132. 
        7 Perubahan pada masa ini terkait dimuatnya perlindungan atas indikasi asal dan geografis dan 
terkait perlindungan merek terkenal. 
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Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan 
alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.8 
     Kompleksitas dari aturan hukum mengenai merek telah menjamin 
kepastian hukum dalam beberapa hal, namun tidak menutup kemungkinan 
adanya persengketaan merek.  
     Salah satu perkara merek yang akan penulis bahas dalam penelitian ini 
yaitu sengketa merek “Lau’s Kopitiam” melawan merek “KOPITIAM”. Pada 
tingkat Pengadilan Niaga, Pemilik merek “KOPITIAM” sebagai Tergugat di 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pemohon dalam Peninjauan Kembali 
digugat oleh Penggugat dalam Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan 
Termohon dalam Peninjauan Kembali selaku pemilik merek “Lau’s Kopitiam”. 
Perkara ini telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh 
Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Terma 
“kopitiam” berasal dari dua suku kata yaitu, “kopi” yang merupakan bahasa 
melayu dengan pengertian bahasa Indonesia adalah minuman yang 
bahannya dari serbuk pohon kopi dan “tiam” yang merupakan bahasa cina 
hokkien dengan pengertian dalam bahasa Indonesia yang berarti “kedai”.9 
     Pemilik merek “KOPITIAM” sebagai Pemohon dalam Peninjauan Kembali, 
yang pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Tergugat 
                                                          
        8 Loc. Cit.       
        9 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm. 10. 
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mendalilkan di antaranya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sangatlah keliru dan sama sekali tidak 
berdasarkan hukum, sebab tidak ada satupun yurisprudensi perkara merek di 
Indonesia yang memutuskan bahwa adanya perbedaan penulisan antara 
huruf kapital (huruf besar) dan huruf kecil merupakan suatu perbedaan merek 
yang signifikan.10 
     Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan 
penelitian hukum normatif terhadap perkara pemilik merek “Lau’s Kopitiam” 
melawan pemilik merek “KOPITIAM” dalam Putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. 
B. Rumusan Masalah 
 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu: 
1. Apakah tindakan pendaftaran Kopitiam di Direktorat HKI telah sesuai 
dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek? 
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung 
RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt.Sus-
HKI/2014 tentang penyelesaian sengketa merek  
kopitiam ? 
 
 
                                                          
        10 Ibid., hlm. 60. 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui apakah tindakan pendaftaran Kopitiam di Direktorat 
HKI telah sesuai dengan Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang 
Merek. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah 
Agung RI dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 118 PK/Pdt.Sus-
HKI/2014 tentang penyelesaian sengketa merek kopitiam. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khazanah ilmu dalam lapangan hukum khususnya terhadap 
permasalahan mengenai merek. 
2. Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 
masyarakat, pelaku bisnis atau praktisi hukum dan instansi terkait 
yang membidangi HKI yaitu Direktorat HKI atau lebih khusus 
Direktorat Merek.  
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Umum Tentang Merek 
     Guna memahami tentang merek, maka sebelumnya perlu dipahami 
tentang pengertian merek, Untuk memahami hal itu, akan dikemukakan 
pengertian merek berdasarkan Undang-undang tentang Merek. 
     Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang 
merek diberikan pengertian sebagai berikut :   
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, 
angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 
perdagangan barang atau jasa.” 
 
     Sedangkan pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 
(1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut: 11 
“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the 
goods of services of one undertaking from those of other undertakings, 
shall be capable of constituting a trademark.Suchs signs, in particular 
words including personal names, letters, numerals, figurative elements 
and combinations of colours as well as any combination of such signs, 
shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not 
inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, 
members may make registrability depend on distinctiveness acquired 
through use. Members may require, as a condition of registration, that 
signs be visually perceptible (Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa 
tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, 
dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa 
kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan 
kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, 
dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat 
                                                          
      11 Rahmi Jened, Op.Cit, hlm.5.  
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membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, 
negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-
tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi 
pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa 
tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat 
bagi pendaftaran suatu merek)”. 
 
     Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap 
suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan 
hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran 
merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual 
lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, 
misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam 
bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, 
tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.12 
     Brand atau merek berasal dari kata brand yang artinya ”to burn”, bangsa 
Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk 
kepemilikan hewan peliharaan. Ada beberapa definisi yang berbeda tentang 
pengertian brand/merek, menurut American Marketing Association (AMA): 13 
”A brand is a name is ”name, term, sign, symbol, or design, or a 
combination of them, intended to identify the goods and service of one 
seller or group of seller ang to differentiate them from those of competition 
(Brand adalah sebuah nama adalah "nama, istilah, tanda, simbol, atau 
desain, atau kombinasi dari mereka, dimaksudkan untuk mengidentifikasi 
barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual yang untuk 
membedakan mereka dari orang-orang dari kompetisi).” 
 
                                                          
        12   O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right ), Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 254. 
        13  Casavera, 15 kasus Sengketa Merek Di Indonesia, Yogyakarta :Graga Ilmu, 2010, hlm 3. 
9 
 
     Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena 
selain sebagai pembeda barang dan/jasa yang satu dengan yang lainnya, 
merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna 
merek meliputi:14 
a. Nilai 
Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang 
memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 
berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. 
b. Budaya 
Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili 
budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang 
efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. 
c. Kepribadian 
Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi 
para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, 
kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang 
digunakan. 
d. Pemakai 
Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. 
Contoh orang sukses menggunakan BMW 7. 
                                                          
        14 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid 2, Jakarta: Prehalindo, 2002, hlm. 460. ( Dikutip dari 
Ilmi Hasanuddin, Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada Program Acara Radio 
Cosmo, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung, 2010, hlm 17 )  
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e. Atribut 
Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 
merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu 
menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh 
para senior eksekutif perusahaan multinasional. 
f. Manfaat 
Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. 
Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang 
dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan 
berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya. 
     Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa imerek 
merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, 
yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa 
lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum 
dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan 
perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. 
Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh 
merek, harus memiliki daya pembeda, hal ini disebabkan pendaftaran merek, 
berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas 
nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya 
pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan 
dari barang yang bersangkutan. 
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     UU Merek tidak mengatur lebih lanjut apa yang disebut gambar, nama, 
kata, huruf, angka-angka dan susunan warna. Namun demikian Undang-
Undang, dalam hal ini Pasal 5 memberikan batasan bahwa gambar, nama, 
kata, huruf, angka atau susunan warna yang dijadikan merek harus 
memenuhi syarat : 
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. Memiliki daya pembeda; 
c. Bukan milik umum; 
d. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan; 
     Berdasarkan pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi 
merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan 
produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain. Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:15 
a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang 
satu dengan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan 
barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil 
usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas 
tertentu yang sejenis. 
                                                          
        15 Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya), 
Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000, hlm. 42. 
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b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (means of trade 
promotion). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah 
satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha 
untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya. 
c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of 
origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang 
menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya. 
d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini 
menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan 
jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen. 
e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek. 
 
1. Definisi Merek Dagang 
 
Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) UU Merek : 
“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang 
sejenis lainnya.”  
 
     Contoh merek dagang adalah Indomie untuk bahan makanan yang 
diproduksi oleh PT. Indofood Sukses Makmur dan Toyota Innova untuk 
kendaraan bermotor yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation.      
Walaupun dalam UU Merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, 
sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, 
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karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan 
dari merek jasa.16 
     Definisi merek dagang yang diatur di atas merujuk pada sebuah merek 
yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Unsur mengenai 
“barang” dan “diperdagangkan” dapat dipahami definisi hukumnya pada 
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya 
disebut UU Perdagangan). Pada Pasal 1 angka (5) UU Perdangangan 
dirumuskan: 
“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, 
baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun 
tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, 
atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.” 
 
Selanjutnya pada Pasal 1 angka (1) UU Perdagangan: 
“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi 
Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah 
negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk 
memperoleh imbalan atau kompensasi.” 
 
     Pengertian mengenai barang pada Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan 
merujuk pada barang secara umum, namun pada UU Merek yang dimaksud 
barang pada definisi merek dagang merupakan barang yang diperdagangkan 
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan 
hukum dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha. 
 
 
                                                          
        16  Ahmadi Miru, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2005, hlm. 11. 
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2. Definisi Merek jasa 
 
Pasal 1 angka (3) UU Merek merumuskan: 
“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis 
lainnya.” 
 
     Melihat pada UU Merek yang tidak mengatur mengenai apa yang 
dimaksud mengenai jasa, maka definisi jasa kemudian merujuk pada Pasal 1 
angka (6) UU Perdagangan: 
“Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau 
hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak 
lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku 
Usaha.” 
 
     Contoh mengenai merek jasa seperti Traveloka yang merupakan merek 
untuk jasa pengaturan perjalanan yang dikelola Traveloka Technology Pte, 
Ltd, dan merek Toyota Service Center17 yang merupakan merek untuk 
sebuah jasa reparasi, yaitu jasa-jasa yang berusaha untuk membuat suatu 
obyek dalam keadaan baik setelah pemakaian dan jasa perawatan untuk 
memelihara suatu obyek dalam keadaan semula tanpa mengubah salah satu 
sifatnya yang dikelola oleh Toyota Motor Corporation. Pada kegiatan jasa 
jelas tidak ada barang yang diperdagangkan kepada konsumen, namun 
                                                          
     17  Rahmi Jened, Op.Cit, hlm 7. 
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pelaku usaha memberikan sebuah layanan untuk mempermudah kegiatan 
atau menjawab permasalahan tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen. 
     Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama. 
Perkembangan yang ditandai dari Konvensi Nice atau dikenal dengan The 
Nice Convention of the International Classification of Good and Service for 
the Purposes of the Registration of Mark (1957). Sejak Konvensi Nice, 
pengakuan untuk pendaftaran merek jasa berkembang di beberapa Negara 
lainnya. Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan yakni 
sejak berlakunya UU Merek No.19 tahun 1992.18 
 
B. Pendaftaran Merek Di Indonesia 
 
1. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek 
 
     Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek, 
khususnya yang berlaku di Indonesia, adalah bahwa sejatinya istilah yang 
tepat bukanlah "pemilik merek", melainkan "pemilik/pemegang hak atas 
merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya 
melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke Direktorat HKI. Suatu merek 
bebas dipergunakan, bukan dimiliki, oleh siapa saja, sampai ada orang yang 
mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.19 
                                                          
      18 HAKI.  Klasifikasi Merek Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek, Diakses dari 
http://dsp301.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/767/2014/11/H.A.K.I-Pertemuan-
5.ppt. Diakses pada 3 desember 2015. Pukul 22.40   
        19 HKI, Siapa Yang Berhak Mendaftarkan Merek, Diakses dari http://www.hki.co.id/merek.html, 
Diakses pada 5 Desember 2015, Pukul 19.28 WITA. 
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     Prinsip first to file yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di 
Indonesia membuat siapapun, baik perorangan maupun badan hukum, yang 
pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa 
tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk 
kelas dan jenis barang/jasa tersebut. Ini didukung pula dengan adanya 
pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek 
dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya 
menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, 
dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran atas merek yang dimaksud.20 
     Klaim ini tidak berlaku mutlak karena dapat digugat melalui gugatan 
pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya 
tidak dapat didaftarkan atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan 
penghapusan merek juga dapat diajukan manakala si pemegang hak merek 
tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/jasa 
sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek 
tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja. 
     Sebelum mendaftarkan sebuah logo atau nama sebagai merek dagang 
atau jasa disarankan (tidak diwajibkan) bagi pemilik usaha untuk melakukan 
penelusuran merek (trademark search) terlebih dahulu untuk mengetahui dan  
memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak 
                                                          
        20 Hairuddin Sugianto, Penerapan Prinsip First to File Dalam Rangka Perlindungan Hukum 
Terhadap Pemilik Merek Berdasarkan UU No.15 tahun 2001, Program Studi Ilmu Hukum Universita 
Mataram : Jurnal Ilmiah, 2014, hlm 4. 
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lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek 
menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan 
pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek 
terdaftar sebagai pemilik hak atas merek yang sah secara hukum, baik 
secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial 
tanpa seizin pemilik hak atas merek.21 
     Penelusuran merek dapat dilakukan langsung dengan mengakses situs 
resmi Direktorat HKI www.dgip.go.id, mengenai syarat dan tata cara 
pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Merek yang 
merumuskan bahwa: 
(1). Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 
Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: 
a. tanggal, bulan, dan tahun; 
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; 
c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan 
melalui Kuasa; 
d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya 
menggunakan unsur-unsur warna; 
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam 
hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. 
                                                          
     21 Globomark IP, Pendaftaran Merek, Diakses dari http://www.globomark.com/pendaftaran-
merek.html, Diakses pada tanggal 10 Desember 2015, Pukul 19.36 WITA.  
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(2). Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 
(3). Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat terdiri dari satu 
orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. 
(4). Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. 
(5). Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang 
secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama 
Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai 
alamat mereka. 
(6). Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), 
Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang 
berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari 
para Pemohon yang mewakilkan. 
(7). Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diajukan 
melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak 
yang berhak atas Merek tersebut. 
(8). Kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) adalah Konsultan Hak 
Kekayaan Intelektual. 
(9). Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai 
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan 
Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan 
Keputusan Presiden. 
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     Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek 
dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:22 
1) tidak dapat didaftarkan; 
2) harus ditolak pendaftarannya; 
3) diterima/didaftar. 
     Tidak semua merek yang dimohonkan pendaftarannya dapat didaftarkan. 
Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang menentukan bahwa 
merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu 
unsur di bawah ini: 
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; 
b. Tidak memiliki daya pembeda; 
c. Telah menjadi milik umum; 
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya. 
Masing-masing unsur di atas selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:23 
a. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, 
kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila pengguna tanda 
tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau 
                                                          
        22 Ahmadi Miru, Op.Cit., hlm. 13. 
        23 Ibid., hlm. 14-15. 
20 
 
keagaman dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. 
Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk agama 
teretentu diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam 
agama tersebut. 
b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tanda 
tersebut terlalu sederhana seperti satu garis atau satu tanda titik, 
ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. 
c. Tanda yang telah menjadi milik umum, salah satu contoh merek seperti 
ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang 
secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu 
bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu 
tidak dapat digunakan sebagai merek. 
d. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek Kopi atau gambar 
kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. 
     Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang 
diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek, 
untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut ataupun 
memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau 
badan hukum untuk menggunakannya.  
     Selain merek tidak dapat didaftarkan, UU Merek juga mengatur tentang 
pendaftaran merek yang harus ditolak. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-
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Undang Merek permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 
merek tersebut: 
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang 
dan/atau jasa sejenisnya; 
Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh 
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek 
yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik 
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi 
antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat 
dalam merek tersebut contoh merek yang sama pada pokoknya yaitu 
antara merek LEVRY dengan merek LEFRY, yang walaupun huruf-huruf 
yang digunakan jauh berbeda, pengucapannya tetap sama.24 
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 
sejenis; 
Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini tidak 
ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di 
Indonesia). Hal ini berarti walaupun merek terkenal tersebut tidak 
                                                          
        24 Ibid., hlm. 16. 
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terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang 
Merek.  
Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa 
yang sejenis dilakukan dengan memerhatikan pengetahuan umum 
masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, 
diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi 
besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan 
oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di 
beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, 
pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga bersifat mandiri untuk 
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau 
tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan. 25 
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
indikasi-geografis yang sudah dikenal. 
Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki 
persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan 
kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas 
barang tersebut.26 
                                                          
        25 Ibid., hlm. 17. 
        26 Ibid., hlm. 18. 
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     Di samping itu, pada Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Merek 
permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek 
tersebut : 
a. Merupakan atau mempunyai nama orang terkenal, foto, atau nama badan 
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang 
berhak; 
     Dengan demikian nama Soekarno, Habibie, Gus Dur, Vidi Aldiano dan 
nama orang terkenal lainnya tidak bisa dijadikan merek tanpa izin orang 
terkenal tersebut walaupun nama yang dimaksud dalam merek tersebut 
adalah bukan nama mantan presiden RI atau artis tersebut melainkan nama 
lain yang kebetulan sama. Demikian pula foto-foto artis atau foto orang lain 
walaupun tidak terkenal tidak dapat dijadikan merek, kecuali atas persetujuan 
orang tersebut. 
     Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Merek yang dimaksud dengan 
nama badan hukum, adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai 
merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek. 
b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 
lambang, atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional 
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 
berwenang; 
     Dengan demikian bendera Merah Putih yaitu bendera Indonesia dan 
bendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek, demikian juga burung 
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garuda sebagai lambang Negara Republik Indonesia tidak dapat dijadikan 
merek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada 
umumnya (gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara 
Republik Indonesia), yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan 
lambang negara. Lembaga Nasional di sini termasuk organisasi masyarakat 
ataupun organisasi sosial politik. 
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 
yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas 
persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 
      Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat 
didaftar dan ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan 
bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan 
yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan.27 
     Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. 
Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak tertentu merek 
tersebut ditolak pendaftarannya. Jadi merek yang tidak dapat didaftarkan 
ialah merek yang tidak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu 
mereka yang akan merugikan pihak lain.28 
 
                                                          
          27  Ibid., hlm.19- 20. 
          28  Loc.Cit.  
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2. Prosedur Pendaftaran Merek 
 
      Dalam sistem hukum merek, untuk diakui sebagai merek dan dilindungi 
dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses 
pendaftaran merek, karena merek diakui berdasarkan stelsel konsitutif 
dengan kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran.29 
     Sebelum mengajukan permohonan merek, sangat disarankan agar calon 
pemohon terlebih dahulu melaksanakan penelusuran (search) pada database 
merek Direktorat HKI, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada 
merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak 
lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada 
pokoknya, dengan merek milik calon pemohon. Jika dari hasil penelusuran 
diyakini bahwa risiko merek akan tertolak oleh merek yang lebih dahulu 
didaftar milik pihak lain tidak terlalu mengkhawatirkan, maka pemohon 
disarankan untuk segera mengajukan pendaftaran merek yang dimaksud.30 
     Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk 
mendapatkan Tanggal Penerimaan adalah:31 
1) Formulir Pendaftaran Merek yang dibuat rangkap empat, telah diisi 
lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya; 
                                                          
          29 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung; Refika 
Aditama, 2010, hlm 10-11. 
          30 HKI, Op.Cit. 
          31  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Petunjuk Pengisian Form Pendaftaran Merek, 
Diakses dari http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/form-merek/panduan-form-
mrerk.pdf  diakses pada 11 desember 2015, pukul 21.30 WITA. 
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2) Kelas dan jenis barang/jasa. Satu permohonan merek untuk satu merek 
di satu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya. Kelas 
dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun ditambah setelah mendapat 
Tanggal Penerimaan, namun untuk jenis barang dapat dikurangi; 
3) Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap 10 
jenis barang; 
4) Contoh etiket merek sebanyak 20 lembar; 
5) Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia 
memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan 
akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan 
barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar; 
6) Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; 
7) Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan; 
8) Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika 
Pemohon adalah Badan Hukum; 
9) Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; dan 
10) Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon 
Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat 
Kuasa. 
     Setelah mengisi formulir pendaftaran, selanjutnya Direktorat HKI 
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran 
merek. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, 
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Direktorat HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi 
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman 
surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam 
hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu 
yang ditentukan, Direktorat HKI memberitahukan secara tertulis kepada 
Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. 
Dalam hal ini, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat HKI 
tidak dapat ditarik kembali. 
     Dari uraian sebelumnya, satu permohonan dari mulai penerimaan hingga 
pendaftaran merek dapat memakan waktu sekitar 14 bulan. Sebagai ilustrasi, 
jika seseorang mengajukan permohonan merek dan memperoleh Tanggal 
Penerimaan 1 Oktober 2014, maka permohonan tersebut baru akan 
memasuki tahap pemeriksaan substantif pada 1 November 2014 - 1 Juli 
2015.32 Jika merek disetujui untuk didaftar, pada tanggal 1 Agustus 2015 
merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek hingga Oktober 2015.33 
     Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat HKI menerbitkan dan 
memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. 
 
                                                          
     32 Pemeriksaan subtantif diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan. 
     33 Pengumuman berlangsung selama 3  (tiga) bulan.  
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Sertifikat Merek memuat :34  
a) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar ; 
b) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan 
berdasarkan Pasal 10; 
c) Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan; 
d) Nama Negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila 
permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; 
e) Etiket merek yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam 
warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila 
merek tersebut menggunakan bahasa asing dan huruf selain huruf latin 
atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, maka 
harus disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia serta cara 
pengucapannya dalam ejaan latin; 
f) Nomor dan tanggal pendaftaran 
g) Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa yang mereknya didaftar; 
h) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek 
     Setiap pihak dapat mengajukan permohonan memperoleh petikan resmi 
Sertifikat Merek dengan membayar biaya. Merek terdaftar mendapatkan 
perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Merek yang 
                                                          
     34 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2010, 
hlm. 99. 
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telah terdaftar dapat diperpanjang setiap 10 tahun selama masih digunakan 
dalam kegiatan perdagangan. 
 
3. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan 
 
       Berdasarkan Pasal 28 UU Merek ditentukan bahwa : 
“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 
sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu 
perlindungan itu dapat diperpanjang.” 
 
     Masa perlindungan Hak Merek berlaku selama 10 tahun sejak Tanggal 
Penerimaan. Jika Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran suatu 
merek adalah 25 Mei 2015, maka perlindungannya akan berlaku hingga 24 
Mei 2025. Masa perlindungan Hak Merek dapat diperpanjang setiap 10 tahun 
secara terus menerus. Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan 
permohonan perpanjangan merek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut. Dalam 
contoh di atas, pemegang hak merek sudah dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan sejak 24 Mei 2024. 
Syarat mengajukan permohonan perpanjangan merek adalah:35 
(1). Mengisi formulir permohonan perpanjangan merek yang dibuat rangkap 
empat, diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh pemohon atau kuasanya; 
                                                          
     35  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Permohonan Perpanjangan Merek, Diakses dari   
www.dgip.go.id/images/adelch-images/pdf-files/form-
merek/panduan_form_perpanjangan_merek.pdf, Diakses pada 12 Desember 2015, Pukul 22.30 
WITA.   
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(2). Membayar biaya perpanjangan sebesar Rp. 2.000.000,00; 
(3). Fotokopi Sertiifikat Merek yang akan diperpanjang; 
(4). Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia 
memang memiliki hak untuk mengajukan perpanjangan merek tersebut 
dan tetap akan menggunakan merek yang diperpanjang dalam 
perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar; 
(5). Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; 
(6). Fotokopi KTP/Identitas Pemohon, jika Pemohon perorangan; 
(7). Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah dilegalisir, jika 
Pemohon adalah Badan Hukum; 
(8). Fotokopi NPWP Badan Hukum, jika Pemohon adalah Badan Hukum; 
dan 
(9). Fotokopi KTP/Identitas orang yang bertindak atas nama Pemohon 
Badan Hukum untuk menandatangani Surat Pernyataan dan Surat 
Kuasa. 
     Ketentuan tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 
terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 UU No.15 Tahun 
2001. 
     Hak atas merek terdaftar dan monopoli yang diberikan oleh hukum bagi 
pemilik merek terdaftar pada dasarnya bersifat “abadi” karena merek 
selamanya dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang sama (Pasal 35 
Ayat (1) UU Merek) Permohonan perpanjangan merek terdaftar diajukan 
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secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Direktorat HKI 
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 
perlindungan bagi merek terdaftar tersebut (Pasal 35 Ayat (2) dan (3) UU 
Merek).36  
     Selain persyaratan administratif di atas, Pemegang Hak Merek akan 
mendapatkan persetujuan perpanjangan jika memenuhi dua syarat yang 
diatur dalam Pasal 36 UU Merek, yaitu: 
Permohonan perpanjangan disetujui apabila: 
a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa 
sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan 
b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi 
dan diperdagangkan. 
 
     Merek yang akan dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat 
menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada 
barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. 
Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan di pasaran. 
Permohonan perpanjangan akan ditolak oleh Direktorat HKI jika memenuhi 
rumusan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) UU Merek yang menentukan bahwa: 
(1). Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila 
permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 dan Pasal 36. 
(2). Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila 
Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, dengan 
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 
(1) huruf b dan Ayat (2). 
                                                          
     36 Rahmi Jened, Op.Cit., hlm 188. 
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     Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis 
kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. 
Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan 
kepada Pengadilan Niaga dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya 
dapat dajukan kasasi, Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 
terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita 
Resmi Merek. Perpanjangan jangka Waktu perlindungan merek terdaftar 
diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. 
 
 
4. Penghapusan dan Pembatalan Merek 
 
     Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan 
sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek 
menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, 
artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa 
yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang 
dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan 
mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.37 
                                                          
     37  Jisi Mamahit, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa, Jurnal Lex 
Privatum, 2013, hlm. 95. 
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     Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar yang berlaku 
sekarang diatur dalam Bab VIII mengenai Penghapusan dan Pembatalan 
Pendaftaran Merek dari Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Merek. Dalam 
Pasal 61 Ayat (2) UU Merek ditentukan secara limitatif alasan penghapusan 
pendaftaran merek yaitu:38 
1) Merek tersebut tidak digunakan (non use). 
     Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik merek setelah 
didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang dan jasa 
dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun berturut-
turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian terakhir. 
2) Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai. 
      Merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang atau jasa yang 
berbeda baik yang berada dalam satu kelas apalagi untuk jenis barang yang 
berbeda kelasnya. Bahkan, dalam penjelasan Pasal 61 Ayat (2), 
ketidaksesuaian dalam penggunaan tersebut meliputi, pertama bentuk 
penulisan kata atau huruf, dan kedua penggunaan warna yang berbeda. Hal 
ini kemungkinan terjadi dalam dunia perdagangan jika pemilik merek merasa 
mereknya mempunyai bentuk yang kurang menarik dan warnanya kurang 
cocok, sehingga pemilik merek tersebut menggunakan merek yang berbeda. 
                                                          
     38  Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, Bandung: P.T. Alumni, 2009, hlm. 82. 
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     Selain mengatur tentang alasan penghapusan pendaftaran merek, UU 
Merek juga mengenal tiga macam penghapusan merek berdasarkan pihak 
yang meminta penghapusan sesuai dengan Pasal 61 Ayat (1) yaitu: 
1) Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. 
Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, 
yang secara ex-officio dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-
Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek.39 Pasal 61 Ayat 
(2) UU Merek mengatur apabila Direktorat Merek hendak mengambil tindakan 
menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus 
berdasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang, juga mesti 
didukung oleh bukti yang cukup bahwa: 
a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih 
dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau 
pemakaian terakhir. 
b. Merek yang digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai 
dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. 
Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus merek, penghapusan 
merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret dalam Daftar 
Umum Merek dan selanjutnya diumumkan dalam berita Resmi Merek. 
Karena itu, berakhir pula perlindungan hukum atas merek tersebut.40 
                                                          
      39 Jisi Mamahit, Op.Cit., hlm. 95. 
      40 Lihat Pasal 65 Ayat (1) Undang-undang Merek tahun 2001.  
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2) Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pemilik merek. 
Permintaan penghapusan merek oleh pemilik merek ini dapat diajukan 
untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam 
satu kelas,41 pertimbangan pemilik merek dalam hal ini, biasanya karena 
mereknya dianggap sudah tidak menguntungkan lagi. 
3) Penghapusan Pendaftaran Merek Kolektif atas permintaan pihak ketiga 
berdasarkan putusan pengadilan.42 
Penghapusan merek terdaftar atas permintaan pihak ketiga diatur dalam 
Pasal 67 UU Merek. Undang-undang memberikan hak kepada pihak 
ketiga mengajukan permintaan penghapusan merek dengan cara: 
a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga; 
b) Diperiksa dan diproses sesuai hukum acara yang berlaku 
     Penghapusan merek oleh Pihak Ketiga harus dicermati kapasitas pihak 
ketiga. Menurut Black’s Law Dictionary adalah : One not a party to an 
agreement, a transaction or an action but who have right there in ( Seseorang 
yang bukan pihak dalam suatu perjanjian, bukan pihak dalam suatu transaksi 
atau suatu tindakan hukum, tetapi orang yang memiliki hak untuk itu ). Jadi 
Pihak Ketiga yang berhak mengajukan gugatan penghapusan adalah bukan 
pihak dalam suatu perjanjian, dalam suatu transaksi, bukan pihak dalam 
suatu tindakan hukum, melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu. 
                                                          
       41 Lihat Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Merek tahun 2001. 
       42 Lihat Pasal 63 Undang-undang Merek tahun 2001. 
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Artinya mereka yang merupakan para pihak dalam perjanjian, misalnya 
perjanjian lisensi, perjanjian keagenan atau perjanjian distributor bukan 
termasuk pihak ketiga.43 
     Sejak Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 sampai dengan Undang-
Undang No. 15 Tahun 2001, terdapat penyempurnaan-penyempurnaan yang 
dilakukan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan 
ketentuan TRIPs. 
     Seperti pada Pasal 67 UU Merek tentang gugatan penghapusan merek 
merupakan bagian dari perekonomian dan dunia usaha, sehingga 
penyelesaian sengketa memerlukan badan peradilan khusus, yaitu 
Pengadilan Niaga. Dipilihnya Pengadilan Niaga disebabkan sengketa merek 
tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.44 
     Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu 
pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu 
merek terdaftar dari Daftar Umum Merek atau membatalkan keabsahan hak 
berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah 
dirugikan oleh pendaftaran tersebut, sehingga yang bersangkutan boleh 
mengajukan petisi untuk pembatalan.45 
     Selanjutnya mengenai pengaturan pembatalan merek terdaftar dapat 
ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 UU Merek. Pembatalan 
                                                          
     43  Rahmi Jened, Op. Cit hlm. 304. 
     44 Jisi Mamahit,  Op. Cit.,  hlm.96. 
     45 Rahmi Jened, Op. Cit, hlm.291.  
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merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti 
jaksa, yayasan atau lembaga di bidang konsumen dan majelis/lembaga 
keagamaan.46 Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat pula mengajukan 
gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar tapi setelah mengajukan 
permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal.47 
     Pasal 68 Ayat (1) UU Merek mengatur bahwa gugatan pembatalan 
pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 
4, 5, dan 6. Pasal 4 mengatur bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon 
beriktikad tidak baik. Pasal 5 mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar bila 
bertentangan dengan undang-undang, tidak memiliki daya pembeda, merek 
menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan 
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.  Pasal 6 mengatur bahwa 
permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek milik 
pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal, bendera, 
lambang Negara, cap resmi negara kecuali atas persetujuan tertulis dari 
pihak yang berwenang.48 
     Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam 
Pasal 69 UU Merek adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, 
khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan atas alasan 
                                                          
     46  Oktiana Indi Hertyanti, Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa 
(Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah), Program 
Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Tesis, 2012, hlm. 61-62. 
     47  Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 85.  
     48  Oktiana Indi Hertyanti., Op.Cit, hlm. 62. 
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bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum 
dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu. 
     Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalan merek terdaftar 
diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan Pengadilan Niaga 
tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, Direktorat HKI akan mencoret merek yang 
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang 
alasan dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.49 Dengan 
pembatalan dan pencoretan merek terdaftar tersebut, berakhir pula 
perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. 
 
 
C. Pengalihan Hak Merek 
 
     Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek terdaftar. karena itu, pihak lain tidak dapat 
menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas 
merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek mula-mula untuk 
mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain.50 Pasal 40 Ayat (1) UU 
Merek mengatur hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena: 
a. Pewarisan; 
b. Hibah; 
                                                          
      49 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di 
Indonesia, Bandung: PT.Alumni, 2003, hlm. 364. 
      50 Oktiana Indi Hertyanti, Op.Cit., hlm. 63. 
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c. Wasiat; 
d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang 
Merek. 
     Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya 
pada Direktorat HKI dengan disertai dokumen yang mendukung seperti 
Sertifikat Merek dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. 
Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat 
hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku 
terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar 
umum (registrasi). Pasal 41 UU Merek mengatur bahwa pengalihan hak atas 
merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau 
lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 UU 
Merek mengatur bahwa pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar 
hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima 
pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang 
atau jasa. 
     Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar 
harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke 
Direktorat Merek. Bagi pemilik merek terdaftar, lisensi dapat digunakan 
sebagai suatu sarana untuk meningkatkan penjualan produk, 
mempertahankan kesetiaan para pelanggan serta, memperluas dan 
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mengembangkan pasar barang atau jasa yang diproduksinya. Pasal 1 angka 
(13) UU Merek menentukan bahwa : 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak 
(bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk 
seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan 
dalam waktu dan syarat tertentu” 
 
     Dengan demikian, batasan lisensi merek adalah pemilik merek (lisensor) 
yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek dapat memberi izin atau 
persetujuan kepada pihak lain (lisensee) untuk menggunakan merek 
miliknya, untuk seluruhnya atau sebagaian dengan suatu perjanjian. Prinsip 
dalam perjanjian lisensi adalah bahwa penggunaan merek oleh lisensee 
dianggap sebagai penggunaan merek oleh lisensor, sehingga apabila 
lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum 
pendaftarannya tidak akan hapus.51 
     Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa 
untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu 
berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu 
berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah 
berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini 
diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Demikian halnya apabila pemilik 
                                                          
       51 Ibid, hlm. 64-65. 
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merek ingin dapat memberikan lisensi lebih lanjut (sub licensing) kepada 
pihak ketiga, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian lisensi.52 
     Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada 
pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau 
sebgaian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan 
syarat tertentu dan wajib dicatat oleh Direktorat HKI dalam Daftar Umum 
Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
     Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang 
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan 
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat 
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan 
teknologi pada umumnya. Contohnya, apabila dalam perjanjian lisensi dimuat 
ketentuan yang melarang penerima merek untuk melakukan perbaikan-
perbaikan atau mutu barang. 
     Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan 
hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak 
lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi 
juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa 
memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain. Hal ini tercantum 
dalam Pasal 45 UU Merek.  
                                                          
       52 Ibid., hlm. 66. 
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     UU Merek pun memberi perlindungan hukum kepada penerima lisensi 
yang beriktikad baik. Pasal 48 mengatur bahwa apabila merek dalam 
perjanjian lisensi dibatalkan karena sama pada pokoknya atau sama pada 
keseluruhannya, penerima lisensi (lisensee) tetap berhak menjalankan isi 
perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya perjanjian lisensi. 
Konsekuensinya lisensee tidak lagi memberikan royalti tersebut kepada 
pemilik merek yang tidak sah. Apabila lisensor sudah terlebih dahulu 
menerima royalti secara sekaligus dari lisensee, lisensor tersebut wajib 
menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek 
yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu 
perpanjangan lisensi.53 
 
 
D. Proses Beracara dan Penyelesaian Sengketa Merek 
 
     Ketentuan UU Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai 
lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem 
UU Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri.54 Hal 
ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara 
lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam 
Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan 
                                                          
      53  Ibid., hlm. 68. 
      54  Bandingkan Undang-undang No.19 tahun 1992 dan Undang-undang No.15 tahun 2001 
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berdasarkan UU No.4/1998 jo Peraturan Pengganti Undang-undang No.1 
Tahun 1998. 
     Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk “komersial” akan 
diselesaikan melalui Commercial Courts atau Pengadilan Niaga, karena 
Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh 
dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan pemutusan di bidang 
bisnis secara cepat.55 Mekanisme beracara dalam penyelesaian perkara 
pembatalan merek di Pengadilan Niaga seperti pengajuan gugatan pada 
umumnya, Penggugat sebagai klaim pemilik merek terdaftar mengajukan 
gugatan di Pengadilan Niaga tempat Tergugat berdomisili, biaya perkara di 
Pengadilan Niaga tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan Tingkat Pertama.56 Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah 
gugatan didaftarkan Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua 
Pengadilan Niaga terhitung sejak gugatan didaftarkan, gugatan disampaikan 
kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah 
gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan 
menetapkan hari sidang dan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam 
puluh) hari sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan  
setelah gugatan didaftarkan. 
                                                          
     55 Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001. Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 14. 
     56 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses  
Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada 
Dibawahnya, Jakarta, 10 April 2012, bagian Pasal 2 Ayat (3).  
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     Tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, panggilan harus 
diterima oleh para pihak. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan 
paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung dan isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan 
kepada para pihak [aling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas 
gugatan pembatalan diucapkan dan terhadap putusan Pengadilan Niaga 
hanya dapat diajukan kasasi. 
     Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI 
UU Merek, akan tetapi UU Merek ini, seperti terlihat dalam Pasal 80 hanya 
mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek, 
meskipun dalam Pasal 81 diatur bahwa ketentuan Pasal 80 juga berlaku 
secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek 
sebagaiamana diatur dalam Pasal 76, padahal sengketa yang terdapat dalam 
ketentuan UU Merek tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan 
gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa 
merek yang lain, misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara 
langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang 
keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek 
terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas 
prakarsa Direktorat Merek.  
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     Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari UU Merek yang perlu 
sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah. 
     Pasal 80 UU Merek, mengatur tentang tata cara gugatan pada Pengadilan 
Niaga sebagai berikut: 
(1).  Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili 
tergugat. 
(2).  Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan 
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 
(3).  Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang 
bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima 
tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan 
tanggal pendaftaran gugatan. 
(4).  Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan 
Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak 
gugatan didaftarkan. 
(5).  Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 
gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan 
dan menetapkan hari sidang. 
(6).  Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam 
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan 
didaftarkan. 
(7).  Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan. 
(8).  Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 
(sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua 
Mahkamah Agung. 
(9).  Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari 
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 
dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut 
diajukan suatu upaya hukum. 
(10). Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) 
wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 
(empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan. 
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     Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya 
hukum kasasi di Mahkamah Agung dan tidak melalui upaya hukum banding 
di Pengadilan Tinggi, sehingga mempercepat tahap penyelesaian sengketa. 
adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 
UU Merek, yang menentukan bahwa: 
(1).  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan 
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang 
dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak 
dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan 
tersebut. 
(2).  Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang 
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda 
terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang 
sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. 
(3).  Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada 
panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi 
didaftarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 
(4).  Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada pihak termohon kasasi 
paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 
(5).  Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada 
panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi 
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan 
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon 
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima 
oleh panitera. 
(6).  Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan 
kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5). 
(7).  Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dan menetapkan hari sidang 
paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung. 
(8).  Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 
(enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung. 
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(9).  Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 
(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung. 
(10).  Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari 
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum. 
(11).  Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi 
kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas 
permohonan kasasi diucapkan. 
(12).  Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi 
paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 
 
 
E. Gambaran Umum Kasus 
 
     Objek dari penelitian ini merupakan perkara pembatalan pendaftaran 
merek dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. 
Perkara ini bermula pada saat Phiko Leo Putra sebagai pemilik kedai kopi 
dengan merek “Lau’s Kopitiam” mengajukan gugatan pembatalan 
pendaftaran merek ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Abdul Alek 
Soelystio sebagai pemilik merek “KOPITIAM”.  
     Phiko Leo Putra mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek 
terhadap merek Abdul Alek Soelystio yakni “KOPITIAM” dengan tulisan 
berwarna merah dengan nomor pendaftaran IDM000305714 pada kelas 43, 
dan dengan uraian jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan 
minuman, restoran-restoran, jasa kantin, cafe, coffee shop, food-court, 
catering, akomodasi sementara temporal, hotel, penyewaan penginapan 
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sementara, kelompok-kelompok agen pialang/biro pemasaran untuk 
akomodasi penginapan, dan pemasaran kamar hotel. 
     Namun gugatan Phiko Leo Putra tersebut ditolak oleh Majelis Hakim 
dengan alasan bahwa Phiko Leo Putra sebagai pemilik merek “Lau’s 
Kopitiam” yang tidak terdaftar dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga 
menyatakan bahwa merek “Lau’s Kopitiam memiliki perbedaan yang 
signifikan dengan “KOPITIAM” melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat No.03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST. Terhadap putusan 
tersebut, Abdul Alek Soelystio kemudian mengajukan permohonan 
pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2014. Phiko Leo Putra 
kemudian mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 
tanggal 20 Agustus 2014. 
     Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena di 
dalam (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak diatur 
mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung 
mengacu kepada ketentuan Pasal 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Mahkamah Agung kemudian 
menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Abdul Alek 
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terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat 
03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST melalui Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
     Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem 
norma.57  Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, 
kaidah, dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 
Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan 
menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok 
permasalahan. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis 
mengenai penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dengan 
kajian normatif atas muatan normatif dari UU Merek guna menjawab isu 
hukum yang ada. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
       Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan 
dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang 
digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
                                                          
     57 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005, 
hlm.35.  
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pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual 
approach). 
 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani.  
2. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah 
kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi 
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini 
penulis akan menelaah kasus sengketa merek kopitiam dalam Putusan 
Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014.  
3. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mencari konsep-konsep yang 
berkaitan dengan masalah yang dikaji jika konsep tersebut tidak terdapat 
dalam perundang-undangan. Konsep-konsep tersebut diteliti dari 
pendapat ahli hukum (doktrin hukum). Pendekatan Konseptual ini 
dimaksudkan untuk memahami secara mendalam makna atau konstruksi 
hukum yang ada dalam perundang-undangan. Misalnya konsep generic 
term dan secondary meaning 
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C. Bahan Hukum 
     Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder.  
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang 
membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–undangan, 
dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam 
penulisan ini yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek 
dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. 
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang 
mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan 
petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan 
sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam 
buku, jurnal hukum dan internet yang mengulas tentang merek 
berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001. 
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D. Analisis Bahan Hukum 
    Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 118 
PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dan bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin yang 
ada dalam buku, jurnal dan internet yang mengulas tentang merek yang akan 
digunakan dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah mengenai tindakan 
pendaftaran kopitiam dan konsekuensi yuridis terhadap Putusan Mahkamah 
Agung tentang penyelesaian sengketa merek yang telah ditetapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh preskripsi mengenai rumusan masalah yang ada 
di atas. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang berupaya 
memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap penyelesaian 
sengketa merek kopitiam yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pendaftaran Merek “KOPITIAM” Berdasarkan Pasal 5 huruf c UU 
Merek 
     Pembahasan mengenai pendaftaran merek “KOPITIAM” milik Abdul Alek 
Sulistyo selaku Pemohon dalam Putusan MA No. 118PK/Pdt.Sus-HKI/2014 
(selanjutnya disebut kasus kopitiam) terkait Pasal 5 UU Merek dapat 
dianalisis dari unsur “telah menjadi milik umum” atau generic term. Untuk itu 
perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai konsep generic term 
dalam rezim hukum merek. Merek yang memakai istilah umum (generic term) 
merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Generic term 
diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan 
yang sekadar bersifat menggambarkan produknya. Pada kata ini merujuk tes 
pemahaman konsumen atas kata tersebut. Setiap klaim atas generic term 
untuk memperoleh hak eksklusif merek harus ditolak karena pengaruhnya 
akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan 
sebagai merek, tetapi juga pada produk.58  
     Sebutan umum terhadap suatu jenis merek barang atau layanan jasa 
(seperti mesin pemotong rumput, pisau cukur, permen atau kartu kredit) tidak 
                                                          
      58 Rahmi Jened, Op.Cit, 81-82. Lebih lanjut diberikan contoh dalam kasus Canfield vs. Concorde 
Beverage, Canfield yang memproduksi minuman soda dengan merek Chocolate Fludge Soda, yang 
dianggap sebagai suatu generic term, meski produk dan kata tersebut belum ada yang memakai atau 
masih baru, namun dinyatakan merek tersebut bersifat generic sejak lahir. 
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dapat dijadikan sebagai merek atas barang atau layanan jasa. Hal ini 
dikarenakan istilah umum dan dikenal secara luas oleh masyarakat untuk 
barang atau layanan jasa tersebut.59  
     Jika suatu produsen mengenalkan produk baru dengan ciri khusus yang 
berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya dan menggunakan istilah 
umum (generic term) untuk menggambarkan produknya, maka tanda tersebut 
harus ditolak sebagai merek atas produk tersebut karena tanda tadi 
digunakan sebagai genus dan hal ini juga tergantung pada pesaing atau 
pihak lain untuk menggunakan terminologi yang sama, tanpa ada hak 
monopoli pada terminologi tersebut dan produknya.60 Menurut Penulis, 
pendapat yang menyatakan bahwa merek yang telah menjadi milik umum 
harus ditolak pendaftarannya adalah tidak konsisten karena pada halaman 
lain dalam buku yang sama, Rahmi Jened berpendapat bahwa merek tidak 
dapat didaftar jika sesuai dengan Pasal 5 huruf c UU Merek (telah menjadi 
milik umum).61 
     Berdasarkan Pasal 5 huruf c UU Merek, sudah ditentukan bahwa tanda 
yang telah menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan, sebagai contoh 
merek tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum 
telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang 
                                                          
      59   International Trademark Association, Trademark Basics A Guide For Business, New York: INTA, 
hlm. 5. 
      60  Rahmi Jened, Op.Cit , hlm 82. 
      61 Lihat di Rahmi Jened, Ibid, hlm 94 dan hlm 102. 
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bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak 
dapat digunakan sebagai merek. 62 
     Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus 
ditolak pendaftarannya, berdasarkan Pasal 6 huruf a yaitu merek yang 
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang 
sejenis.63 Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak 
dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek tidak dapat didaftar 
dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. 
Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan, 
Sedangkan, apabila merek tersebut merugikan pihak-pihak tertentu, merek 
tersebut ditolak pendaftarannya.64 
     Di sebagian besar negara merek yang memakai istilah umum yang 
menggambarkan barang atau jasa tidak dapat dilindungi sebagai merek 
kecuali istilah umum itu memperoleh secondary meaning (misalnya “GOLD 
MEDAL” untuk produk tepung, “BLUE “RIBBON” untuk produk minuman bir, 
“HOMEMAKERS” untuk jasa layanan rumah tangga, “GAJAH DUDUK” untuk 
                                                          
     62 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm.15 
     63 Ahmadi Miru, Ibid, hlm.16 
     64 Ibid, hlm.20 
57 
 
produk sarung dan “KACANG GARUDA” untuk produk kacang).65  Hal ini 
mengingat sangat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang telah 
menjadi milik umum (publik domain) karena menyangkut hak masyarakat 
yang lebih luas.66 Selain itu di Indonesia juga harus dicermati beberapa 
merek yang menjadi milik umum (publik domain) karena dilihat dari 
kelahirannya.67 
     Menurut Ritchie, Hakim Administrasi Merek bahwa, There is a two-part 
test used to determine whether a designation is generic: (1) what is the genus 
of goods at issue and (2) does the relevant public understand the designation 
primarily to refer to that genus of goods and the public's perception is the 
primary consideration in determining whether a term is generic. Evidence of 
the public's understanding of a term may be obtained from any competent 
source, including testimony, surveys, dictionaries, trade journals, newspapers 
and other publications.68  
     Dengan demikian pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa jika suatu 
merek didalilkan sebagai suatu generic term, maka hal pertama yang harus 
                                                          
    65  International Trademark Association, Op.Cit. hlm.5. 
    66  Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 103. 
    67 Rahmi Jened. Ibid. hlm 104, Contoh GUDANG untuk rokok seharusnya menjadi Public Domain 
karena pada tahun 1990-an pernah dilakukan penyuluhan oleh Pemerintah agar semua industri 
rumah tangga atau industri kecil untuk mendaftarkan produknya dengan merek GUDANG. Jadi 
masyarakat umum berhak menggunakan kata gudang asalkan ada penambahan kata dan desainnya 
berbeda (contoh “GUDANG GARAM”, “GUDANG MAS” dan “GUDANG GALAU”).  
   68 Pendapat Ritchie, Hakim Administrasi Merek bahwa Terdapat dua tes untuk mengetahui apakah 
suatu merek merupakan istilah umum atau bukan. Pertama, apa jenis dari barang atau jasa tersebut 
dan Kedua, apakah pemahaman publik telah sesuai dengan jenis barang atau jasa dari merek 
tersebut dan persepsi publik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah istilah umum. 
Bukti pemahaman masyarakat tentang istilah umum dapat diperoleh dari sumber yang kompeten, 
termasuk kesaksian, survei, kamus, jurnal perdagangan, surat kabar dan publikasi lainnya. Lihat di 
Barton Beebe, Trademark Law: An Open Source-Casebook, Mountain View: Creative Commons, 2015, 
hlm. 59. 
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dilakukan ialah mencari tahu apakah barang atau jasa tersebut merupakan 
satu jenis dengan makna dari generic term tersebut. Misalnya merek aqua 
yang mana aqua sebagai istilah latin bermakna air, merek tersebut kemudian 
digunakan pada suatu barang dengan jenis air minum kemasan. Jenis dari 
barang tersebut tetaplah air sebagaimana makna dari kata aqua itu sendiri.  
Dalam konteks ini, maka merek aqua telah memenuhi kualifikasi tes pertama 
sebagai sebuah generic term. Namun untuk dapat dikategorikan sebagai 
generic term, maka merek aqua tersebut harus diuji dengan pemahaman 
publik. Artinya jika pemahaman publik sejak awal memaknai kata aqua 
(sebelum merek aqua beredar di masyarakat) adalah air, dan setelah 
digunakan sebagai merek pemahaman publik berubah menjadi merek produk 
air minum kemasan artinya telah dibangun secondary meaning, maka aqua 
dapat didaftarkan sebagai merek. Namun jika pemahaman publik tidak 
berubah, maka merek “aqua” tidak dapat didaftarkan, sebab pemahaman 
publik telah menyatakannya sebagai suatu generic term.  
     Sebelum mendaftarkan merek yang memakai istilah umum, pemilik merek 
terlebih dahulu harus membangun secondary meaning melalui penggunaan. 
Penggunaan tersebut disertai dengan bukti berupa tempat, waktu, hakikat 
dan bukti pendukung seperti, pembungkus, label, daftar harga, foto, invoice 
dan pendapat masyarakat dari hasil survey. Di Uni Eropa secondary meaning 
ini harus dibangun di dalam wilayah Eropa, karena penggunaan merek di luar 
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wilayah Eropa tidak cukup untuk menunjukkan bahwa merek tersebut sudah 
memenuhi ketentuan penggunaan. Hal ini berbeda dengan Amerika karena 
penggunaan di luar wilayah Amerika sudah cukup, walaupun tidak secara 
faktual mereknya digunakan. Pembuktian penggunaan untuk membangun 
secondary meaning ini harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk 
menghindari tidak diterimanya merek karena tidak memiliki daya pembeda.69   
Dalam pembahasan di atas, penulis mengutip beberapa pandangan dari 
dunia barat. Pengutipan ini tidaklah berarti kita harus berkiblat ke barat, tetapi 
pengutipan ini dimaksudkan untuk mempertajam analisis.70 
     Berdasarkan konsep generic term di atas, maka penulis akan 
menganalisis, apakah kopitiam dapat dikategorikan sebagai sebuah generic 
term atau tidak. Untuk itu perlu diketahui beberapa bukti yang diajukan 
Termohon Peninjauan Kembali pada Putusan MA No. 118 PK/Pdt.Sus-
HKI/2014 (selanjutnya disebut kasus kopitiam) yang menjabarkan fakta 
historis kopitiam yang awalnya berasal Singapura.71 Dalam putusan tersebut 
didalilkan sebagai berikut:72 
                                                          
    69   Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 135.  
    70  Lihat juga di J.E.Sahetapy, Runtuhnya Etik Hukum, Jakarta: PT.Kompas Media Grup, 2009, 
hlm.183. 
    71 Bisnis kopitiam diprakarsai oleh imigran Tionghoa  etnis hainanse yang pada mulanya ialah 
pekerja kasar, dikarenakan adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, mereka kemudian 
mengubah mata pencahariannya sesuai dengan keahlian dalam memasak dengan membuka 
kopitiam, kantin, toko roti. Lebih dalam lagi bisnis kopitiam di Singapura bermula dari bisnis usaha 
yang berskala kecil, mulanya pada abad 19 dan awal abad 20 didirikan di pemukiman di sekitar 
perkebunan, tempat bekerja, dengan menjual minuman murah, cemilan, dan terkadang makanan 
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“Bahwa dalam perkembangannya saat ini “KOPITIAM” atau kedai kopi dapat 
ditemukan di berbagai tempat di Singapura. “KOPITIAM” juga dipandang 
sebagai kebudayaan masyarakat dan menjadi kehidupan sehari-hari bagi 
masyarakat di Singapura. Hal ini sebagaimana terdapat pada halaman 3 
Research Lai Ah Eng yang menyebutkan bahwa: Ratusan Kopitiam (artinya 
coffee shop yang dikenal sebagai kedai kopi dalam bahasa melayu) dapat 
ditemukan di seluruh Singapura.  
Bahwa “KOPITIAM” sebagai kedai kopi etnik khas imigran Hainan, Cina juga 
berkembang pada abad ke-19 sebagaimana dapat ditemukan di Sumatera 
belahan Utara dan Kalimantan Barat. Hal ini juga sebagaimana dikemukakan 
oleh Samsudin Berlian, Pemerhati Makna Kata sebagaimana terdapat pada 
artikelnya yang diterbitkan di halaman 15 koran Kompas pada tanggal 9 
Maret 2012 yang berjudul “Kopitiam”. Bahwa Kopitiam mulai berkembang 
pada akhir abad ke-19 sebagai kedai kopi etnik khas imigran Cina di 
Singapura, Malaysia, Sumatera belahan utara dan Kalimantan Barat. Bahkan 
kata “KOPITIAM” di Malaysia telah diakui sebagai bahasa resmi. Hal ini 
terbukti dengan terdapatnya kata “KOPITIAM” dalam Kamus Dewan Edisi 4 
yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 
Bahwa kata “KOPITIAM” di Singapura bukan merupakan kata yang berasal 
dari bahasa resmi, karena tidak terdapat dalam kamus resmi Negara 
Singapura. Namun, kata “KOPITIAM” telah diakui sebagai bagian dari bahasa 
yang hidup di Negara Singapura. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan 
Intellectual Property Office of Singapore (Kantor Kekayaan Intelektual 
Singapura) (selanjutnya disebut “IP Office Singapore”) dalam keputusannya 
pada perkara antara Pacific Rim Industries Inc. melawan Valention Globe 
B.V. (2008) SGIPOS 6 (selanjutnya disebut “KOPITIAM Case”), sebagaimana 
dapat diperoleh dari situs resmi IP Office Singapore (http:// 
www.ipos.gov.sg/Portals/0/HMG/GDs/[2008]%20SGIPOS%208.pdf) yang 
menyatakan bahwa: “Dewan Pariwisata Singapura mengakui bahwa bahasa 
adalah hidup dan secara konstan berkembang dalam negara yang memiliki 
ras yang banyak seperti Singapura yang kaya dengan berbagai bahasa dan 
budaya. Dewan Pariwisata Singapura telah membantu memprakarsai situs 
yang berisikan kamus yang dikenal sebagai “Kamus Singlish” yang berisikan 
kata lokal baru yang terbentuk dari gabungan dua bahasa dan kombinasi arti, 
seperti kata “kopitiam”. “Kopitiam” diakui sebagai kata lokal baru yang 
terbentuk dari gabungan dua bahasa dan kombinasi arti yang biasanya 
                                                                                                                                                                     
berat. Pada saat itu bisnis kopitiam hanya menggunakan perabotan sederhana dan seiring dengan 
perkembangan populasi dan permintaan, kopitiam berkembang menjadi konsep yang lebih maju dari 
awal pembentukannya. Lihat Lai Ah Eng, The Kopitiam In Singapore: An Evolving Story About 
Migration And Cultural Diversity, Singapura: National Univeersity of Singapore, 2010, hlm. 5-6. 
    72 Putusan MA No. 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, hlm. 17-26. 
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digunakan untuk mendeskripsikan tempat makan yang memiliki kios minum 
yang menyediakan minuman serta kedai yang menyediakan makanan. Ciri 
khas kopitiam baik di Singapura ataupun Malaysia, kios minuman itu 
biasanya dikelola oleh penyewa atau pemilik, yang kemudian menyewakan 
kios lainnya kepada pemilik kios independen yang menjual makanan yang 
sudah dimasak; sama seperti konsep food court”. Bahwa kebudayaan etnis 
Tionghoa (termasuk bahasa) juga memberikan pengaruh pembauran 
kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia. Jika dibandingkan dengan 
Singapura dan Malaysia, yang telah mengakui kata “KOPITIAM” sebagai 
bahasa yang hidup maupun bahasa resmi. Indonesia memiliki jumlah 
penduduk etnis tionghoa lebih banyak dari kedua Negara tersebut. 
Berdasarkan uraiain di atas, dapat disimpulkan bahwa “KOPITIAM 
merupakan merek yang telah menjadi milik umum atau merupakan generic 
term karena biasa digunakan dalam perdagangan dan merupakan bagian 
bahasa yang hidup di Indonesia, sehingga seharusnya tidak dapat 
dimonopoli oleh pihak manapun dan sangat jelas kata “KOPITIAM” 
merupakan generic term yang telah berkembang dalam praktik perdagangan 
dan kata yang berasal dari bahasa yang hidup di Indonesia, yang 
berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c UU Merek tidak dapat didaftarkan 
untuk mendapatkan Hak Eksklusif atas Merek karena tidak memiliki daya 
pembeda sebagaimana disyaratkan dalam UU Merek untuk merek yang tidak 
dapat didaftarkan. Sehingga, sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) UU Merek, 
“KOPITIAM” harus dibatalkan Pendaftarannya.   
     Pada permohonan tersebut penulis menilai bahwa kata kopitiam memang 
merupakan sebuah generic term. Kata kopitiam digunakan sebagai sebuah 
kata yang menunjukkan suatu kedai kopi, dengan segala variannya yang 
mengikuti perkembangan zaman. Persepsi masyarakat jika mendengar kata 
kopitiam bukanlah langsung terarah pada kedai kopi milik Pemohon, tetapi 
terarah pada makna kedai kopi secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa 
kopitiam merupakan sebuah generic term, sebuah kata yang telah dikenal 
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umum oleh masyarakat dengan banyaknya merek yang terdaftar dengan kata 
kopitiam di Direktorat Merek. 73 
     Dengan demikian setiap orang berhak dan bebas memakai kata kopitiam 
karena merupakan istilah umum asalkan tidak bersifat tunggal. Karena 
sungguh sangat menyulitkan masyarakat secara umum, kalau ada kata yang 
merupakan istilah sehari-hari atau nama barang/jasa tidak bisa digunakan 
sebagai merek walaupun ditambah dengan kata lain, karena sudah ada yang 
memakai dan mendaftarkan kata tersebut sebagai merek. Sebagai contoh 
kalau ada perusahaan tempat gadai yang mendaftarkan “PEGADAIAN” 
sebagai merek jasa untuk tempat gadai, kemudian orang lain tidak boleh lagi 
mendaftar merek “PEGADAIAN” misalnya “Pegadaian Multi Guna” atau 
“Pegadaian Sejahtera” padahal yang salah adalah mendaftar merek 
“PEGADAIAN” sebagai merek jasa untuk tempat bergadai, sehingga merek 
“PEGADAIAN” tersebut haruslah dibatalkan atau orang lain berhak memakai 
kata pegadaian untuk untuk dijadikan sebagai merek dengan menambahkan 
kata lain seperti “Pegadaian Suka Maju” dan lain-lain untuk usaha yang 
bergerak di bidang pegadaian, terlebih jika menggunakan desain dan logo 
yang berbeda.74 Namun Pemohon melalui kuasa hukumnya berpendapat 
bahwa kata kopitiam tidak ditranslasi ke bahasa Indonesia. Kecuali kalau 
                                                          
     73 Lihat di hlm.77. 
     74 Ahmadi Miru, Legal Opinion kasus PERUM PEGADAIAN VS KOPERASI PEGADAIAN MULTI GUNA, 
Februari 2010. Hlm. 4  
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yang digunakan kata kedai kopi, itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah 
merek karena merupakan sebuah generic term. Berdasarkan hal tersebut 
Pemohon menolak jika kopitiam dikategorikan sebagai generic term. Hal ini 
juga dibuktikan dengan tidak terdapatnya kata kopitiam dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia. 
     Meskipun kata kopitiam tidak ditranslasi dan tidak terdapat dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, akan tetapi merek “KOPITIAM” milik Pemohon tetap 
merupakan sebuah generic term, hal ini didukung dengan alasan-alasan 
sebagai berikut: 
1. Kata kopitiam merupakan bahasa umum yang berasal dari campuran   
bahasa Tionghoa dan Melayu. 
Kebudayaan etnis Tionghoa (termasuk bahasa) telah mengalami 
pembauran dengan kebudayaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
dengan diberlakukan hari raya Imlek sebagai hari libur nasional dan 
diakuinya Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia yang di 
mana mayoritas pemeluknya adalah masyarakat Tionghoa. Jika negara 
Malaysia dan Singapura telah mengakui kopitiam sebagai bahasa yang 
resmi dan hidup di negara tersebut, seharusnya di Indonesia yang jumlah 
penduduknya lebih banyak dari kedua negara tersebut75 mengakui kata 
                                                          
     75 Data statistik PBB untuk jumlah penduduk, etnis Tionghoa di Asia Tenggara pada tahun 1999 di 
Indonesia sebanyak 6.278.000, Malaysia sebanyak 5.515.000 dan Singapura sebanyak 2.719.000.  
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kopitiam sebagai bahasa yang telah menjadi milik umum khususnya bagi 
masyarakat Tionghoa. Meskipun kata kopitiam tidak ditranslasi ke dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang menjadi dalil dari 
kuasa hukum Pemohon, namun secara kultural kata tersebut sudah 
menjadi bagian dari pemahaman bahasa masyarakat Indonesia, 
khususnya warga Tionghoa. 
 
2.  Merek “KOPITIAM” milik Pemohon tidak memiliki secondary meaning. 
Secondary meaning dibutuhkan untuk tiap merek yang menggunakan 
generic term. Untuk membuktikan bahwa suatu merek itu mempunyai 
secondary meaning, pertama merek itu harus mendapatkan kesaksian 
dan persepsi konsumen (direct evidence) bahwa merek tersebut 
merupakan suatu merek dan yang kedua dilihat dari penggunaan, jumlah 
penjualan pada konsumen, pangsa pasar dan ditulis secara khas 
sehingga secara faktual dapat dikenali oleh konsumen.76 Di Negara 
Amerika pembuktian penggunaan untuk membangun secondary meaning 
harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindar dari tidak 
diterimanya suatu merek.77 Dalam putusan tersebut pihak Pemohon 
                                                                                                                                                                     
Lihat di Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia, Jakarta: LP3ES Indonesia, 2002, 
hlm. 11. 
     76 Angga Handian Putra, Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive 
Dalam Perdagangan Barang dan Jasa, JDIH Bidang Perdagangan,  Jakarta: Biro Hukum Kementerian 
Perdagangan, 2013, hlm. 5.  
    77  Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 135. 
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sama sekali tidak mengajukan bukti bahwa merek “KOPITIAM” memiliki 
secondary meaning.  
     Penggunaan huruf kapital pada merek “KOPITIAM” tidak menimbulkan 
suatu secondary meaning, sebab jika merek tersebut dilihat dan 
diucapkan, unsur huruf kapital pada merek tersebut tidak dapat dibaca 
dan didengar oleh konsumen sebagai daya pembeda. Dalam putusan 
tersebut Pemohon sendiri mengakui bahwa penggunaan huruf kapital 
pada merek miliknya bukanlah suatu daya pembeda dengan merek lain.78   
     Selain itu dalam perkara lain yang dihadapi Pemohon melawan Paimin 
Halim selaku pemilik merek “Kok Tong Kopitiam” yang mengungkapkan 
beberapa fakta mengenai penggunaan kata tunggal sebagai merek tidak 
berarti kata tersebut tidak dapat lagi didaftarkan sebagai merek, selama 
terdapat penambahan kata lain sebagai secondary meaning.  
     Dengan demikian agar kata kopitiam memiliki secondary meaning 
pihak Pemohon yaitu Abdul Alek Sulistyo seharusnya mengacu pada 
yurisprudensi di bawah yaitu menambahkan kata selain kata kopitiam, 
logo dan ditulis (bukan sekadar kapital) secara khas, dan dipasarkan 
dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum didaftarkan, sehingga 
secara nyata dapat dikenali dan diakui oleh konsumen bahwa kata 
kopitiam itu sebagai suatu merek yang menunjukkan kopitiam/kedai kopi 
milik Pemohon. Dalam perkara antara Paimin Halim vs Abdul Alex 
                                                          
    78  Putusan No.118 PK/PDT.SUS/2014, hlm. 59. 
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Sulistyo disebutkan mengenai yurisprudensi dari Nomor 023 
K/N/HaKI/2005 yang menyatakan sebagai berikut:79 
Merek Espresso (kata tunggal) telah terdaftar sebagi merek dagang 
jenis kopi, tetapi dengan pendaftarannya itu tidak berarti penggunaan 
kata “Espresso” menjadi monopoli pihak yang telah mendaftarkan 
merek tersebut, karena kata “Espresso” bermakna “Sari Kopi” atau 
“Kopi Pekat”, sehingga penggunaan kata “Espresso” tersebut dapat 
digunakan semua orang asalkan tidak bersifat kata tunggal. 
 
     Tetapi perlu dilihat inkonsistensi Pengadilan dalam memutus sengketa 
merek lain terutama perkara merek antara PERUM PEGADAIAN vs 
Koperasi Multi Guna dalam Putusan Nomor.03/HAKI/2009/PN.NIAGA 
MKS yang menyatakan sebagai berikut: 
Menimbang bahwa bukti berupa foto spanduk yang bertuliskan 
Pegadaian Multi Guna, formulir pendaftaran, bukti gadai menunjukkan 
penggunaan kata Pegadaian oleh Koperasi dengan menampilkan kata 
Pegadaian, menunjukkan adanya persamaan pada pokoknya dengan 
merek Pegadaian baik dari ucapan maupun dari penulisan yang 
semua huruf besar. 
 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek 
Pegadaian milik Penggugat No. IDM000184297 dengan kata 
Pegadaian Multi Guna milik Tergugat dari segi pengucapan dan 
penulisan PEGADAIAN (huruf besar semua), karenanya gugatan 
Penggugat harus dikabulkan. 
 
     Menurut Penulis putusan di atas contradictio in terminis dengan Pasal 
6 UU Merek karena apabila didengar, antara Pegadaian dengan 
                                                          
    79 Putusan No.179 PK/PDT.SUS/2012, antara Paimin Halim (Kok Tong Kopitiam) VS Abdul Alek 
Soelystiso (KOPITIAM). hlm.13.  
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Pegadaian Multi Guna, tentunya tidak sama pada pokoknya karena ada 
penambahan kata multi guna sebagai daya pembeda, dengan demikian 
hal tersebut tidak akan menyesatkan dan membingungkan masyarakat. 
     Menurut Penulis, merek yang sama pada pokoknya karena 
persamaan bunyi adalah merek NOKIA (perusahaan di bidang 
komunikasi dan teknologi informasi) dengan merek NOK IIA (perusahaan 
yang memproduksi segala jenis pakaian dan aksesorisnya) karena ketika 
didengar dan diucapkan merek tersebut sama saja. Meskipun Pasal 6 
Ayat (1) huruf b hanya mengatur merek terkenal untuk barang/jasa yang 
sejenis dan tidak mengatur mengenai merek terkenal yang tidak sejenis, 
akan tetapi Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs80 berdasarkan 
Undang-undang Nomor 7 tahun 199481 maka ketentuan perjanjian TRIPs 
dapat dipergunkan untuk mengisi kekosongan hukum.82 Di mana pada 
Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur mengenai perlindungan 
hukum merek terdaftar untuk barang/jasa tidak sejenis sebagai berikut: 
Article 6bis of the Paris Convention shall apply. Mutatis mutandis to 
good of services which are not similar to those in respect of which a 
trademark is registered, provided that use of that trademark in relation 
to those goods or services would indicate a connection betweenthose 
goods or services and the owner of registered trademark and provided 
                                                          
     80 TRIPs (Trade Related apects of intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional 
di bidang HKI terkait perdagangan dan merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi 
perdagangan dunia atau WTO yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh Negara anggota 
WTO. 
     81 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 mengatur Tentang Pengesahan Agreement Establishing 
The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).  
     82 Lihat juga di Putusan Nomor 54/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. NOKIA vs NOK IIA. 
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that the interests of the owner of registered trademark are likely to be 
damaged by such use.83   
 
     Dengan demikian meskipun merek terkenal NOKIA dan merek NOK 
IIA mempunyai persamaan pada pokoknya karena persamaan bunyi 
untuk barang yang tidak sejenis, tetapi penggunaan merek NOK IIA 
dapat memberikan kesan seolah-olah barang NOK IIA itu mempunyai 
hubungan atau berasal dari merek terkenal NOKIA, sehingga akan 
membingungkan dan menyesatkan masyarakat. 
 
 
B. Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 118PK/Pdt.Sus-
HKI/2014. 
     Menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No 
118PK/Pdt.Sus-HKI/2014, maka terlebih dahulu dilihat putusan Majelis Hakim 
peninjauan kembali, yaitu Majelis Hakim mengabulkan permohonan 
Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Abdul Alek Soelystio serta membatalkan 
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
03/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 22 Mei 2014.  
                                                          
     83  Pasal 16 Ayat 3 TRIPs: Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) harus berlaku mutatis mutandis, 
terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang dan atau jasa di mana suatu merek telah 
didaftarkan atasnya, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan 
barang dan atau jasa tersebut akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang dan atau jasa 
dan pemilik merek terdaftar tersebut serta dengan kententuan bahwa kepentingan pemilik merek 
terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.   
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     Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan 
bahwa Termohon Phiko Leo Putra sebagai pemilik merek “Lau’s Kopitiam” 
yang tidak terdaftar, menyatakan merek “Lau’s Kopitiam” milik Termohon 
Peninjauan Kembali Phiko Leo Putra memiliki persamaan pada pokoknya 
dengan merek “KOPITIAM” (IDM000030899: IDM000302964: 
IDM000305714: dan IDM00035307: untuk jenis jasa di kelas 43 milik Abdul 
Alek Sulistyo serta menyatakan Termohon Peninjauan Kembali Phiko Leo 
Putra telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan 
secara tanpa hak merek “Lau’s Kopitiam” yang tidak terdaftar dan 
menghukum Pemilik merek Lau’s Kopitiam untuk menghentikan seluruh 
kegiatan usahanya membuka dan menjalankan usaha di seluruh outlet, cafe 
yang menggunakan merek “Lau’s Kopitiam” di seluruh Indonesia; 
     Putusan tersebut telah menolak seluruh dalil yang diajukan oleh 
Termohon dalam upaya menggugurkan dalil Pemohon. Majelis Hakim 
dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa merek “Lau’s Kopitiam” memiliki 
persamaan pada pokoknya dengan merek “KOPITIAM” dan penggunaan 
merek “Lau’s Kopitiam” merupakan perbuatan melawan hukum. 
     Agar dapat menilai alasan hukum (legal reason) dari lahirnya keputusan 
tersebut, maka perlu dipahami mengenai alasan-alasan Pemohon dalam 
mengajukan peninjauan kembali dalam putusan kasus kopitiam. Pemohon 
mendalilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melakukan 
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kekeliruan yang nyata dalam Putusan No.03 /Pdt.Sus.Merek/ 
2014/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 22 Mei 2014, khususnya yang menyatakan 
bahwa merek “Lau’s Kopitiam” milik Termohon Peninjauan Kembali memiliki 
perbedaan yang signifikan dengan Merek “KOPITIAM” milik Pemohon 
Peninjauan Kembali. 
     Merek yang didaftarkan oleh Penggugat dalam Pengadilan Niaga adalah 
“Lau’s Kopitiam” dengan huruf “L” Besar dan “K” besar (Kapital) dan yang 
lainnya huruf kecil, sedangkan merek milik Tergugat dalam Pengadilan Niaga 
adalah “KOPITIAM” dengan huruf besar (Kapital) semua, dengan demikian 
ada perbedaan huruf pada merek yang didaftarkan oleh Penggugat dalam 
Pengadilan Niaga, mengingat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) 
UU Merek84. Pemohon dalam Peninjauan Kembali mendalilkan pertimbangan 
Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat merupakan sesuatu 
kekeliruan yang nyata sebab dengan menyatakan merek “Lau’s Kopitiam” 
milik Termohon memiliki perbedaan yang signifikan dengan merek 
“KOPITIAM” milik Pemohon akibat adanya perbedaan huruf besar (huruf 
kapital) dan huruf kecil, maka sesungguhnya Majelis Hakim pada Pengadilan 
Niaga telah melanggar ketentuan Pasal 6 UU Merek karena perbedaan 
antara huruf kecil dan huruf kapital bukanlah suatu perbedaan yang 
                                                          
    84  Lihat juga di UU Merek 2001, Pasal 1 angka 1: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, 
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi daru unsur-unsur tersebut yang 
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 
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siginifikan, sebab sekalipun bentuk antara huruf kecil dan huruf kapital bisa 
saja tidak sama, namun baik huruf kapital dan huruf kecil ketika diucapkan 
akan sama bunyinya dan tidak ada satupun yurisprudensi perkara merek di 
Indonesia yang memutuskan bahwa adanya perbedaan penulisan huruf 
capital dan huruf kecil merupakan suatu perbedaan yang signifikan.    
     Sudah sangat jelas merek yang sedang didaftarkan oleh Termohon 
adalah “Lau’s Kopitiam” di mana unsur yang menonjol dalam merek tersebut 
adalah pada kata kopitiam, jelas memiliki persamaan bunyi ucapan dengan 
merek terdaftar milik Pemohon yaitu “KOPITIAM”, jika pertimbangan Majelis 
Hakim Pengadilan Niaga diikuti maka jelas setiap orang bisa dengan 
seenaknya mendaftarkan merek yang sudah terdaftar sebelumnya, misalnya  
merek “AQUA”, “INDOMIE”,  “Bank BCA”,  “KFC”, “STARBUCKS COFFEE” 
atau merek “PRADA” asal saja menggunakan huruf yang berbeda, misalnya 
“aqua”, “indomie”, “Bank bca”, “kFc”,  “starBucks Coffee” atau merek “praDa”.  
     Alasan-alasan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam keputusan Majelis 
Hakim pada putusan Peninjauan Kembali tersebut. Majelis hakim menilai 
bahwa perbedaan penggunaan huruf kecil dan huruf kapital bukanlah 
merupakan suatu daya pembeda. Meskipun terdapat perbedaan penulisan 
huruf, namun kedua merek tersebut memiliki kesamaan bunyi. Hal inilah yang 
menjadikan merek “Lau’s Kopitiam” memiliki persamaan pada pokoknya 
dengan merek “KOPITIAM”. Menurut penulis, legal reason yang menjadi 
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pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Merek karena perbedaan huruf kapital 
dan huruf kecil bukanlah suatu daya pembeda sehingga putusan Pengadilan 
Niaga merupakan suatu kekhilafan yang nyata. Tetapi menurut Penulis, 
merek “Lau’s Kopitiam” dan merek “KOPITIAM” sama sekali tidak sama pada 
pokoknya baik pada persamaan bentuk, cara penulisan ataupun persamaan 
bunyi. Hal ini disebabkan merek “Lau’s Kopitiam” dalam penulisannya 
menambahkan huruf kanji di bawah merek “Lau’s Kopitiam” sedangkan 
merek “KOPITIAM” hanya kata tunggal kopitiam saja dengan huruf kapital 
semua dan jika di dengar oleh konsumen antara merek “Lau’s Kopitiam” dan 
merek “KOPITIAM” tentunya memiliki perbedaan yang signifikan karena ada 
penambahan kata “Lau’s” sebagai daya pembeda dan sama sekali tidak 
menyesatkan konsumen.85 Bahkan dalam perkara sebelumnya antara KOK 
TONG KOPITIAM VS KOPITIAM, Hakim Agung Syamsul Ma’arif berpendapat 
bahwa, Setiap orang berhak memakai kata kopitiam karena merupakan kata 
yang secara umum digunakan oleh masyarakat Melayu untuk sebuah kedai 
kopi yang menjual kopi sehingga semua kedai kopi yang menjual kopi pada 
dasarnya berhak menggunakan kata tersebut untuk melengkapi mereknya 
sehingga dalam perkara a quo unsur dominan dalam menentukan ada 
tidaknya persamaan pada pokoknya pada Merek “KOK TONG KOPITIAM” 
                                                          
     85 Contohnya merek “Bangi Kopitiam” dan merek “Killiney Kopitaim” sama sekali tidak 
menyesatkan konsumen karena masyarakat secara umum mengetahui perbedaan antara merek 
“Bangi Kopitiam” dan merek “Killiney Kopitiam”.  
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adalah bukan pada kata KOPITIAM tetapi pada kata KOK TONG dan oleh 
karenanya merek KOK TONG KOPITIAM tidak memiliki persamaan pada 
pokoknya dengan merek KOPITIAM.86  
     Berdasarkan putusan tersebut, maka konsekuensi yuridis yang mungkin 
akan timbul di kemudian hari ialah bahwa setiap merek yang menggunakan 
kata kopitiam, baik ditulis dengan huruf kecil ataupun gabungan dengan huruf 
kapital, menggunakan warna lain, angka ataupun menambahkan logo dan 
kata tertentu haruslah ditolak. Sebab terdapat kesamaan bunyi dengan 
merek “KOPITIAM” milik Pemohon meskipun ketika diucapkan berbeda.   
Penulis berpendapat konsekuensi ini hanyalah sebuah kemungkinan, sebab 
putusan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, sehingga 
segala tindakan Direktorat Merek terkait pendaftaran merek yang 
menggunakan kata kopitiam di kemudian hari tidaklah terikat dengan putusan 
tersebut. Hal ini berarti Direktorat Merek tetap berhak menerima suatu merek 
yang menggunakan kata kopitiam, oleh karena Direktorat Merek merupakan 
institusi yang menjalankan segala prosedur yang berkaitan dengan 
pendaftaran merek tanpa intervensi pihak manapun. 
     Menurut penulis putusan tersebut telah keliru, sebab tidak 
mempertimbangkan kategori telah menjadi milik umum (generic term) kata 
kopitiam sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (c) UU Merek. Meskipun 
                                                          
    86 Putusan Nomor.179 PK/PDT.Sus/2012, Dissenting Opinion Hakim Agung Syamsul Ma’arif. hlm.64  
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Termohon telah dengan panjang lebar dalam kontra memori peninjauan 
kembalinya menjelaskan bahwa kata kopitiam merupakan kata yang telah 
menjadi milik umum, sehingga harus tidak dapat diterima pendaftarannya, 
namun Majelis Hakim dalam putusannya sama sekali tidak 
mempertimbangkan hal tersebut. Majelis Hakim hanya terpaku pada alasan-
alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon yaitu Abdul Alek 
selaku pemilik merek Kopitiam. Majelis Hakim pada putusan tersebut 
seharusnya mempertimbangkan penerapan hukum yang terkait dengan 
unsur generic term.87 Argumentasi gugatan pembatalan didasarkan tidak 
dipenuhinya alasan absolut ( Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek), mengingat jika 
suatu merek tidak memenuhi absolute ground, didaftar dan diberikan hak 
eksklusif oleh negara artinya negara telah secara sewenang-wenang 
memberikan suatu hak yang tidak pada tempatnya dan hal ini akan 
memberikan monopoli yang berlebihan.88 
     Ketiadaan pertimbangan tersebut ditambah dengan diakuinya merek 
“KOPITIAM” milik Pemohon sebagai merek terdaftar, menjadikan putusan 
tersebut sebagai sesuatu yang dapat saja dipertimbangkan oleh hakim lain 
dalam memutus sengketa merek yang secara tidak langsung menyatakan 
                                                          
     87 Lihat Putusan Nomor 38 /Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. GML Performance 
Consulting vs Yon Nofiar, yang dalam putusannya menyatakan bahwa merek CHRP dengan arti 
Certified Human Resource Profesional dengan pendaftaran nomor IDM00017482, sudah lama ada, 
dikenal dan digunakan di beberapa negara di dunia karenanya mmerupakan milik umum (public 
domain) dan membatalkan merek “CHRP” yang didefinisikan sebagai Certified Human Resource 
Profesional yang terdaftar di bawah nomor IDM00017482 atas nama tergugat.  
     88 Rahmi Jened, Op.Cit, hlm 294. 
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bahwa suatu merek yang menggunakan generic term tanpa secondary 
meaning dapat didaftarkan sebagai merek. Hal ini tentu bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 5 huruf c UU Merek dan konsep generic term sebagaimana 
yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya.  
     Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul di kemudian hari berdasarkan 
putusan tersebut ialah setiap orang dapat mendaftarkan merek “korek api”, 
“air minum”, atau “warung makan” untuk merek barang dan/atau jasanya, 
tanpa secondary meaning, meskipun kata-kata tersebut merupakan sebuah 
generic term. Kemungkinan ini timbul sebab putusan tersebut telah 
menguatkan merek “KOPITIAM” yang merupakan generic term tanpa 
secondary meaning sebagai merek terdaftar. Namun putusan tersebut tidak 
memberikan kepastian hukum mengenai status kata “kopitiam” sebagai 
merek eksklusif, apakah merek tersebut menjadi milik Abdul Alek dan orang 
yang ingin memakai kata “kopitiam” harus melakukan perjanjian lisensi 
terlebih dahulu ataukah setiap orang berhak memakai kata “kopitiam” asalkan 
tidak bersifat tunggal seperti pada putusan lainnya89. Sebab setelah putusan 
tersebut diucapkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak Direktorat 
                                                          
    89 Lihat juga di Putusan No.958K/Pdt.Sus/2010, Holiday INN vs Holiday Resort Lombok, Dalam 
Pertimbangannya hakim menyatakan: “HOLIDAY” dari bahasa asing tidak dapat dimonopoli dan 
dijadikan merek dan juga Putusan No.04K/HAKI/2002, BERGER MASTER vs Berger-Seidle, Majelis 
Hakim mempertimbangkan bahwa: Bahwa benar merek Penggugat dan Tergugat sama-sama 
menggunakan kata “berger” yang merupakan kata umum, Namun keduanya memiliki daya pembeda 
dengan adanya penambahan kata setelah berger yaitu master untuk merek Penggugat dan Seidle 
untuk merek Tergugat sehingga dari segi kata-kata dan bunyi tidak ada persamaan. 
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Merek masih tetap saja menerima pendaftaran merek yang menggunakan 
kata “kopitiam”. 
     Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa putusan perkara kasus 
kopitiam hanya mengikat para pihak yang berperkara yaitu Abdul Alek selaku 
pemilik merek “KOPITIAM” dan Phiko Leo Putra selaku pemilik merek “Lau’s 
Kopitiam” karena Direktorat Merek tetap menerima pendaftaran merek yang 
memakai kata “kopitiam” yaitu merek “Mama Chen Kopitiam” dengan nomor 
pendaftaran J002014005113, “Newtown Kopitiam” dengan nomor 
pendaftaran D002014010652 dan “Student Kopitiam” dengan nomor 
pendaftaran J002014054929.90 Oleh karena itu Penulis berasumsi bahwa 
Direktorat Merek tetap menerima merek yang memakai kata kopitiam karena 
menganggap kata kopitiam sebagai kata umum yang berhak digunakan 
dengan bebas oleh siapa saja. Selain pihak yang bersengketa yaitu “Lau’s 
Kopitiam”. 91 
     Masih banyak merek memakai kata kopitiam yang terdaftar di Direktorat 
Merek.92 Bahkan sebelum merek KOPITIAM pada tanggal 11 Mei tahun 2011 
                                                          
   90 Direktorat Jenderal HKI, Penelusuran Merek Asean, Diakses dari http://www.asean-
tmview.org/tmview/basicsearch.html, Diakses pada 19 Februari 2016. Pukul 05.00.  
     91 Lihat juga di OK.Saidin, Op.Cit, hlm 350 ( tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai 
secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai pengenal bagi 
keperluan pribadi dari orang-orang tertentu) 
     92 Asianense Kopitiam, Auntyli Kopitiam, Bangi Kopitiam, Bubuk Kok Tong Kopitiam, City Kopitiam, 
Coco Kopitiam, D’kopitiam, Express Kopitiam, Gangnam Kopitiam, Jakarta Kopitiam, Kopitiam Daily, 
Kopitiam Uncle, Lie Kopitiam, Kopitiam Oey, Malay Kopitiam, Mama Chen Kopitiam,New Town 
Kopitiam,  New Star Kopitiam, My Uncle Kopitiam, Oldtown Kopitiam, Pak Halam Kopitiam, Pappa 
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terdaftar, sudah ada merek yang lebih dulu mendaftarkan merek yang 
memakai kata kopitiam.93 
     Putusan tersebut sejatinya merupakan bagian penegakan hukum. 
Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum 
sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi 
pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar 
supaya ditegakkan kembali. Dalam melaksanakan penegakan hukum, 
penegak hukum wajib menaati norma yang telah ditetapkan dan salah satu 
norma yang penting dalam penegakan hukum adalah keadilan.94 
     Allah SWT dalam Al-Qur’an, memerintahkan manusia berlaku adil, 
termasuk dalam memutuskan suatu perkara. Keadilan dalam hukum adalah 
keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan 
yang wajar bagi masyarakat. Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara 
nyata dalam praktik, antara lain apabila keputusan hakim yang dijatuhkan 
oleh aparat penegak hukum telah mampu memberikan rasa ketentraman, 
kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat dan mampu menumbuhkan 
opini masyarakat bahwa putusan hakim yang dijatuhkan sudah adil dan 
wajar. Hal ini akan memberikan kepercayaan pada masyarakat akan adanya 
                                                                                                                                                                     
Kopitiam, QQ Kopitiam, Singapore Kopitiam, Sky Kopitiam, Student Kopitiam dan Urban Kopitiam. 
Lihat di www.dgip.go.id , Penelusuran Merek Asean, Diakses pada 25 Februari 2016. Pukul 22.30.  
     93 QQ Kopitiam (29-06-2010), Pappa Kopitiam(14-04-2011), Pak Halam Kopitiam(05-02-2010), 
KOpitiam Uncle (14-11-2008), Kopitiam Daily(07-09-2010), Auntyli Kopitiam(27-02-2009), Asianese 
Kopitiam(15-01-2010), dan Bubuk Tong Kopitiam( 28-11-2008).  
     94  Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.   
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lembaga pengadilan yang membela hak dan menghukum yang melanggar. 
Apabila kondisi demikian ini telah tercapai, hal ini akan membantu mencegah 
timbulnya praktik main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat 
yang tidak puas akan keputusan hakim.95 
     Manusia dalam menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil, sesuai 
dengan apa yang diajarkan Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada 
kebenaran, tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar 
dan tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula memihak walau 
kepada teman.96 
     Dalam putusan tersebut penulis menilai tidak terdapat keadilan dari sisi 
diakuinya merek “KOPITIAM” sebagai merek terdaftar padahal merupakan 
suatu generic term  tanpa secondary meaning. 
     Sejatinya rezim hak kekayaan intelektual bertujuan untuk mengurangi 
distorsi dan hal-hal menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional 
sesuai yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) TRIPs.97 Dengan didaftarkannya 
merek “KOPITIAM” maka bukannya akan memajukan dunia perdagangan, 
namun akan membuat suatu kemunduran. Sebab telah terjadi monopoli 
terhadap sesuatu yang telah menjadi milik umum, karena perlindungan 
                                                          
     95  Sakka Pati, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Keadilan, 
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin: Disertasi, 2015, hlm. 1. 
     96  Ibid, hlm. 2. 
     97 Lihat Pasal 3 Ayat 1 TRIPs, Negara anggota harus memperlakukan warga negara dari negara 
angggota lainnya tidak boleh kurang dari perlakuannya pada warganya sendiri. 
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Merek “KOPITIAM” akan memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap 
masyarakat negara lain98 yang menggunakan kata kopitiam sehingga 
menutup kemungkinan untuk masyarakat negara lain tersebut menggunakan 
dan mendaftarkan merek yang mengandung kata kopitiam sebagai kombinasi 
mereknya di Indonesia. Selain itu hukum hak kekayaan intelektual ditujukan 
untuk melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak masyarakat. Bukan 
sebaliknya, seperti dengan diakuinya merek “KOPITIAM” sebagai merek 
terdaftar, justru merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat 
terhadap sesuatu yang telah menjadi milik umum demi keuntungan pribadi 
pemilik merek.  
     Tulisan ini sama sekali tidak berpretensi dan tidak dimaksudkan untuk 
menjatuhkan suatu lembaga tertentu, aparatnya atau oknum-oknum tertentu, 
itu sama sekali bukan maksudnya dan memang tidak terselip pemikiran yang 
demikian, melainkan hendaklah dilihat bukan saja sebagai suatu usaha 
dalam rangka menegakkan hukum secara subtantif, tetapi pertama-tama dan 
terutama bertujuan untuk mengamankan, menegakkan dan memahami 
Undang-Undang 15 tahun 2001 tentang Merek. Karena muncul suatu 
komentar yang sangat ironis bahwa dengan mengkritik dan mempermalukan 
pengadilan berarti menjatuhkan wibawa lembaga yang patut dihormati, 
                                                          
     98 Khususnya Singapura dan Malaysia yang menggunakan kata Kopitiam. 
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padahal dengan mempersoalkan lembaga itu bukan berarti menjatuhkan 
tetapi menyelamatkan lembaga itu.99 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
     Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
                                                          
     99 Lihat juga di J.E.Sahetapy, Op.Cit, hlm.168.  
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1. Pendaftaran kata Kopitiam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c 
UU Merek karena merupakan kata yang telah menjadi milik umum. Hal ini 
sesuai dengan alasan bahwa kata Kopitiam merupakan bahasa umum 
atau istilah umum yang berasal dari campuran bahasa Tionghoa dan 
Melayu dan Merek “KOPITIAM” milik Pemohon tidak memiliki secondary 
meaning yang dibutuhkan untuk setiap merek yang menggunakan 
generic term. Oleh karena itu kata kopitiam atau kedai kopi tidak dapat 
didaftarkan sebagai merek.  
2. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut ialah setiap merek yang 
menggunakan kata kopitiam, baik ditulis dengan huruf kecil ataupun 
gabungan dengan huruf kapital, menggunakan warna lain, ataupun 
menambahkan logo, kata, angka tertentu haruslah ditolak. Sebab 
terdapat kesamaan bunyi dengan merek “KOPITIAM” milik Pemohon 
dalam putusan tersebut. 
B. Saran  
     Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-
saran sebagai berikut : 
1. Diharapkan agar Direktorat Jenderal HKI khususnya Direktorat Merek 
lebih selekif dalam menerima pendaftaran, di mana Direktorat Merek 
harus mengetahui kata yang telah menjadi milik umum dalam bahasa 
apapun agar meminimalisir terjadinya sengketa merek di Indonesia dan 
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Direktorat Merek seharusnya menolak perpanjangan merek yang sudah 
“terlanjur” terdaftar yang menggunakan kata milik umum. 
2. Diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia merevisi dan menambahkan penjelasan mengenai secondary 
meaning bagi kata yang telah menjadi milik umum yang berkaitan dengan 
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya sebagai suatu 
persyaratan absolut untuk dapat didaftar sebagai suatu merek dengan 
mengacu pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang 
berlandaskan UU Merek serta diikuti oleh Direktorat Merek dalam hal 
pendaftaran dan mengenai pengumuman pendaftaran merek dilakukan 
terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan subtantif agar 
mempermudah tugas Direktorat Merek dalam melakukan pemeriksaan 
dengan mempertimbangkan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat 
umum dan pihak tertentu. 
